
kmm

- Jumlah Laporan Keuangan SKPD Yang Disusun Tepat Waktu Meningkatnya Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum

Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pemberian Penghargan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten

- Jumlah Unit Relokasi Pembangunan Rumah Korban Bencana yang 
ditangani

Jumlah unit Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang ditangani
- Persentase masyarakat penerima santunan Tanah -Jumlah media lingkungan yang diuji Jumlah penghargaan LH yang diberikan tingkat Kabupaten

Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

Meningkatnya Pelaksanaan dan Penyusunan Pelaporan 
Keuangan 

- Tersedianya Tanah untuk Masyarakat
- Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum)

-Jumlah Sampah yang dikelola
Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang meningkat kapasitas 

dan kompetensinya terkait PPLH

-Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah

- Jumlah Unit Pembangunan Rumah Korban Bencana yang ditangani

- Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu - Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong

Terkelolanya  Sampah Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup- Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap 
diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan 

tanah absentee
Meningkatkan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang berkelanjutan

Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA terkait PPLH - Jumlah RTH yang dikelola - Jumlah Unit RTLH yang Ditangani

- Jumlah Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Yang Disusun

- Persentase Penetapan tanah ulayat - Jumlah Unit Air Limbah Setempat yang yang Ditangani

Terlaksananya Pengakuan MHA Kearifan Lokal sesuai PPLH Meningkatnya kelestarian keanekaragaman hayati 
Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR)

- Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun 
- Persentase SDM Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan 

Kapasitas 
- Persentase subjek dan objek yang terdistribusi

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha dikabupaten 
yang ditangani (%)

- Rincian Teknis Limbah B3

-Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin 
Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Rasio Rumah Layak Huni

Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan 
Anggaran 

Meningkatnya kualitas SDM Dinas Perkimtan LH Meningkatnya penggunaan tanah untuk kepentingan umum Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Terkendalinya Limbah B3

- Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (%)

- Persentase Kinerja Bidang yang tercapai - Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 
(%)

- Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kab/Kota
Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin Lingkungan, izin PPLH dan 
PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi 

Usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau'

- Persentase persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan - Persentase Luasan RTH yang dikelola
- Persentase  Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat 

terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

- Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi 

- Persentase Luas Lahan Bersertifikat - Rasio Permukiman Layak Huni - Persentase Penanganan Limbah B3
Data Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

- Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi

Jumlah Inovasi Dinas Perkimtan LH
- Persentase pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan peruntukkan 

tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi 
yang diterbitkan

- Persentase Lingkungan Permukiman kumuh (%)
- Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga dan Limbah

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah 
dan Limbah

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan 
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lestarinya Keanekaragaman Hayati 

Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni

- Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban 
Bencana kabupaten/kota

- Nilai AKIP Dinas Perkimtan LH

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkimtan LH Meningkatnya Inovasi Dinas Perkimtan LH Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Dasar Masyarakat 

Miskin dan Rentan Miskin

Terwujudnya Keluarga Bahagia

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

- Nilai RB Dinas Perkimtan LH Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perkimtan LH Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Laju Inflasi

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
Terjaminnya Kelestarian Lingkungan 

Terwujudnya Reformasi Birokasi yang Berkinerja Tinggi
Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara 
Berkelanjutan

Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteran 
dan Dinamis

- Tingkat Kemiskinan - Nilai PDRB Indeks Kebahagian MasyarakatIndeks Reformasi Birokrasi - Pengeluaran Perkapita - Indeks Gini

Misi I Misi II Misi III Misi VI

Memperkuat Tata Kelola  Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, 
Demokratis dan Transparan

-Persentase Permukiman Tertata (%)

Persentase Warga negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak 
huni

Persentase Luasan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan (%)

Proposi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%)

Persentase Areal kawasan Kumuh (%)

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat
Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Potensi 

dan Unggulan Daerah
Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram dan Dinamis

MISI

Kinerja Strategis 

Kinerja Strategis PD 
(Ess II)

Kinerja Taktikal 
(Ess III)

KINERJA
OPERASIONAL 

(ESS IV)

Kepala Dinas

Perumahan Kawasan permukiman Pertanahan

Dan Lingkungan Hidup

MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

Meningkatnya inventarisasi, pemanfaatan dan penyelesaian 
masalah tanah kosong

- Jumlah Lokasi Tanah Kosong yang diinventarisasi

-. Jumlah Lokasi pemanfaatan tanah kosong

- Jumlah Laporan Koordinasi Penyelesaian masalah Tanah Kosong

-Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, 
Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah 

Ditetapkannya tanah ulayat

- Jumlah Lokasi Survey dan Pemetaan Batas tanah Ulayat dalam 
Kabupaten

- Jumlah Dokumen Penetapan Batas tanah Ulayat

Meningkatnya penatagunaan tanah

- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 
Penggunaan Tanah

- Jumlah Subyek Penerima dan objek Redistribusi Tanah Kabupaten Meningkatnya dan Tertatanya Kualitas Kawasan Kumuh Dibawah 10 
Ha

 Terbina dan Terawasinya  Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan  
dan Izin  PPLH  Diterbitkan  oleh  Pemerintah  Daerah

- Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam 
rangka Kegiatan Redistribusi Tanah

 Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani

- Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, 
dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan

- Jumlah Rekomendasi dan atau persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah

Terselenggaranya Urusan PSU Perumahan Penambahan Paramater Pengujian dengan Metode SNI
- Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan

Meningkatnya subjek dan objek redistribusi tanah

- Jumlah PSU Perumahan yang terbangun Ruang Lingkup Pengujian

- Jumlah  pengembang yang memiliki Sertifikasi dan teregistrasi - Jumlah  pengaduan masyarakat yang ditangani

Meningkatkan Pengelolaan Izin Pertanahan Meningkatnya Kapasitas LaboratoriumTerkendalinya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 
Permukiman dan Permukiman Kumuh Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan atau 

kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah
- Penyelesaian Izin Lokasi - Jumlah Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

Permukiman yang diterbitkan Terlaksananya Sistim Manajemen Laboratorium Terakreditasi sesuai SNI 
ISO/IEC 17025 : 2017- Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman 

Modal

- Jumlah Unit Pembangunan  Rumah Relokasi Program Pemerintah  yang 
ditangani- Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui 

Mediasi
Tersedianya Pengembang yang memiliki Sertifikasi dan Registrasi 

PSU  Tingkat Kemampuan Kecil

Meningkatnya Penyelesaian Konflik Pertanahan

- Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawasan Perkotaan Jumlah Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan KLHS yang dihasilkan
Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat  Terdampak Relokasi 

Program Pemerintah Kabupaten
- Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

- Persentase Pemanfaatan Tanah Negara

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

-Jumlah Kelompok Masyarakat/Komunitas yang Peduli Lingkungan 
Hidup/Kampung Iklim

- Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH dan Penyelenggaraan KLHS

- Persentase Permukiman yang tertata

- Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH 

- Persentase masyarakat penerima santunan Tanah -Jumlah media lingkungan yang diuji Jumlah penghargaan LH yang diberikan tingkat Kabupaten



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
4) Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAH
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3) Pemeliharaan Peralatan  dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
1) Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan dam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK 
PEMBANGUNAN
PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah 

untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN 
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
PENETAPAN SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN 
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
1) Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
2) Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reformasi Agraria dalam 1 ( satu) 

Kabupaten/Kota

PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
PENETAPAN TANAH ULAYAT YANG LOKASINYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
1.    Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
1) Pemanfaatan Tanah Kosong

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH
1.  Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.  Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya 

Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) 
2) Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh 

dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN
1.    Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA
1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, air, Udara dan Laut
2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP/KABUPATEN/KOTA
1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA
1.     Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2) Pengawasan Usaha dan/atau  Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

PROGRAM PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP
PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA
1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PENGELOLAAN SAMPAH
1) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
2) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU 
RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA
1.Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program 
Kabupaten/Kota.  
PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU 
RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA
1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada 
Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI 
PROGRAM KABUPATEN/KOTA
1.Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2.Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah 
Korban        Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3.pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU 
RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA
1.Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau  
Relokasi Program Kabupaten/Kota
PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS
1. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan 
Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN 
LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA
1.Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP



satuan
kondisi 

kinerja awal
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Sasaran Esselon II
Nilai RB Dinas Perkimtan LH - B B B B (65) B (68) A A
 Nilai AKIP Dinas Perkimtan LH - B B BB A A A A
Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perkimtan LH - 100 100 100 100 100 100 100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 86.74 86.74 72.45 72.76 73.07 73.38 73.69
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni % 99.8828 90.5208 91.0944 91.7109 92.4139 93.2033 94.0788

Sasaran Esselon III

Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi % 100% 100% 100% 100%

Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi 

% 0 delay pelaporan
0 delay 

pelaporan
0 delay 

pelaporan
0 delay 

pelaporan
 Persentase Kinerja Bidang yang tercapai % 100% 100% 100% 100%
Jumlah Inovasi Dinas Perkimtan LH inovasi 1 1 1 1

persentase pemanfaataan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya 
diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

% - - - 100% 100% 100% 100%

Persentase luas Lahan Bersertifikat (%) % 60.873 64.59 68.554 72.766 76.978 81.437 85.897
Persentase Lingkungan Permukiman kumuh (%) % 0.0827 0.0827 0.0824 0.082 0.0817 0.0813 0.081
Rasio Permukiman Layak Huni - 96.8095 96.8229 96.8363 96.8497 96.8631 96.8765 96.89

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU % 37.5 50 60 70.2128 79.5918 88.2353 100

Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 
Rumah Tangga dan Limbah

%

pengurangan 
22 %, 

penanganan 
74 %

penguranga
n 22 %, 

penanganan 
74 %

pengurangan 
26 %, 

penanganan 
73 %

pengurangan 27 
%, penanganan 72 

%

penguranga
n 27 %, 

penanganan 
72 %

pengurangan 
27 %, 

penanganan 
72 %

pengurangan 
27 %, 

penanganan 
72 %

Persentase Penanganan Limbah B3 % 1.6 % 1.63 % 10% 12% 12% 12% 12%
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota % 21,49% 37,13% 40,09% 41,09 % 42,05 % 42,94 % 43,01 %
 Persentase persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan 
PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi 
usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Permukiman Tertata (%) % 96.8095 96.8229 96.8363 96.8497 96.8631 96.8765 96.8900

Persentase Luasan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan (%) % 1.4271 1.8416 2.2561 2.6706 3.0851 3.4996 3.9304

Proposi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%) % 18.2376 18.1656 18.0938 18.0213 17.9450 17.8649 17.7813
Persentase Areal kawasan Kumuh (%) % 0.08272 0.08237 0.08202 0.08167 0.08133 0.08098 0.08063
Ketaatan penanggungjawab usaha Dan/atau kegiatan terhadap izin 
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Kab/Kota

% 66,67% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Persentase Luasan RTH yang dikelola Ha 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100%Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah 
kabupaten/kota

% 88,99% 100% 100% 100%



satuan
kondisi 

kinerja awal
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban  
bencana kabupaten/kota

%  140% 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %  100 %  

Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat 
terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

% - - - 100% 100% 100% 100%

Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH % 89,74% 90, 49 % 90,63 % 91,08 % 91,52 % 91,96 % 92,40 %
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau % 97.2473 91.1288 92.3430 93.9464 96.3822 99.5050 99.4783
Rasio Rumah Layak Huni - 0.2461 0.2220 0.2213 0.2217 0.2224 0.2233 0.2243
Persentase Warga negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak 
huni

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sasaran Esselon IV
Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Dokumen 1 1 1 1
Jumlah Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Yang 
Disusun

Dokumen 4 4 4 4

 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu Dokumen 22 24 26 28
Jumlah Laporan Keuangan SKPD Yang Disusun Tepat Waktu Laporan 12 12 12 12 12 12 12
Persentase SDM Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase subjek dan objek yang terdistribusi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 Persentase Penetapan tanah ulayat % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang 
berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

lokasi 10 10 10 10 10 10 10

Tersedianya Tanah untuk Masyarakat lokasi 1 1 1 1 1 1 1
Persentase masyarakat penerima santunan Tanah % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Pemanfaatan Tanah Negara % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 Penyelesaian Kasus Tanah Negara % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui Mediasi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Penyelesaian Izin Lokasi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal Lokasi 1 1 1 1 1 1 1
 Jumlah Subyek Penerima dan objek Redistribusi Tanah Kabupaten Orang 1 3 6 6 6 6 6
Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka 
Kegiatan Redistribusi Tanah

Dokumen 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah Lokasi Survey dan Pemetaan Batas tanah Ulayat dalam Kabupaten Lokasi 6 120 185 200 220 240 320

Jumlah Dokumen Penetapan Batas tanah Ulayat Dokumen 6 120 185 200 220 240 320

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Laporan 3 10 20 34 50 70 86

Jumlah Lokasi Tanah Kosong yang diinventarisasi Lokasi 10 150 270 350 370 380 390
Jumlah Lokasi pemanfaatan tanah kosong Lokasi 5 10 20 34 47 56 62
Jumlah Laporan Koordinasi Penyelesaian masalah Tanah Kosong Laporan 1 1 3 3 4 4 4
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang 
ditangani

% 7,30 % 7,30 % 10,33 % 13,36 % 16,39 % 19,43 % 22,47 %

Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum)

96,76 % 97,29 % 97,47% 97,90% 98,25% 98,60% 99,13%



satuan
kondisi 

kinerja awal
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Persentase Permukiman yang tertata % 96.8095 96.8229 96.8363 96.8497 96.8631 96.8765 96.89
Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawasan Perkotaan % 1.4271 1.8416 2.2561 2.6706 3.0851 3.4996 3.9304
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan % 18.2376 18.1656 18.0938 18.0213 17.945 17.8649 17.7813
Jumlah  pengembang yang memiliki Sertifikasi dan teregistrasi unit 26 26 27 30 32 34 36
 Jumlah Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 
Permukiman yang diterbitkan

Rekomendasi 26 26 27 30 32 34 36

Jumlah PSU Perumahan yang terbangun Perumahan 15 21 27 33 39 45 53
Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani ha 9.64 13.64 17.64 21.64 25.64 29.64
 Rincian Teknis Limbah B3 Dokumen 5 1 1 1 2 3 4
Jumlah Sampah yang dikelola ton/thn 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650
Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah laporan 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah media lingkungan yang diuji hasil uji : 4 4 4 8 8 8 8
Jumlah Kelompok Masyarakat/Komunitas yang Peduli Lingkungan 
Hidup/Kampung Iklim

Kampung iklim 2 2 2 2 2 2 2

Terlaksananya Sistim Manajemen Laboratorium Terakreditasi sesuai SNI 
ISO/IEC 17025 : 2017

paket 1 1 1 1 1 1 1

Penambahan Paramater Pengujian dengan Metode SNI parameter 4 4 4 4 4 4 4
Ruang Lingkup Pengujian produk 3 3 3 3 3 3 3
Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA terkait PPLH Dokumen - - - - 1 1 1
Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang meningkat kapasitas 
dan kompetensinya terkait PPLH

kelompok 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah penghargaan LH yang diberikan tingkat Kabupaten Penghargaan 5 5 5 5 5 5 5

Jumlah Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan KLHS yang dihasilkan Dokumen 1 1 1 2 1 1 2

Jumlah  pengaduan masyarakat yang ditangani Pengaduan 5 5 10 10 20 25 30
Jumlah Rekomendasi dan atau persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah

persetujuan 
Lingkungan

95 75 50 60 70 80 90

 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan usaha/kegiatan 30 10 12 15 18 21 24
Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, 
dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan

Rekomendasi 1 1 1 1 2 1 1

Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, 
Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah 

Laporan 22 20 20 20 20 20 20

Jumlah RTH yang dikelola RTH 7 7 7 7 8 9 10
Jumlah Unit RTLH yang Ditangani unit 2,141 500 160 500 500 500 500
 Jumlah Unit Air Limbah Setempat yang yang Ditangani unit 525 500 160 500 500 500 500
Jumlah Unit Pembangunan Rumah Korban Bencana yang ditangani unit 0 0 5 5 10 15
 Jumlah Unit Relokasi Pembangunan Rumah Korban Bencana yang ditangani unit 0 0 10 10 10 10
Jumlah unit Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang ditangani unit 14 11 5 10 10 10
Jumlah Unit Pembangunan  Rumah Relokasi Program Pemerintah  yang 
ditangani

unit 0 0 0 0 10 10


